
, 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten
Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3439);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20111
Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara RepubbW
Indonesia Nomor 5234);•/ L

BUPATI BOMBANA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pertu memberikan
kesempatani untuk menyelesaikan pekerjaan;

b. bahwa berkenaan dengan berbagai kondtsi, sampai
dengan althir tahun anggaran maaih terdapat
pekerjaan y&ng mempunyai asas maniaat yang tinggi
dalam rangka pelayanan kepada masyarakat yang tidak
dapat diselesaikan, sehingga dipandang pertu mengatur
ketentuan mengenai penyelesaian pada tahun
anggaran berkenaan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Peraturan Bupati Bombana tentang
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bombana dalam Rangka Penyelesaian
Pekerjaan yang tidak Terselesaikan sampai dengan
Akhir Tahun A

BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TEHGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR 59 TAHUN 2018   ',

TENTANG

N ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN B^IvfBANA DALAM RANGKA PENYELESAIAN PEKERJAAN YANG

E ^ESAIKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN

E ENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E^A



a Nomor 2 Tahunl
Jangka Menengan.

17- 2022.   /P

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4.Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2014  ^omor  292,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan  Keuangan Daerah (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);

6.Peraturan Presiden Nomor  16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali  terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

8.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja
Pengadaan  Barang/Jasa  (Berita Negara  Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);

9.Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 5 Tahun
2011  tentang  Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah;

10.Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun
2011 tentang Bangunan Gedung;

11.Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun
2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Bombana Periode 2005 - 2025;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahui
2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka IV

Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-



I Pasal 2
suatu Kontrflk Tahunan yang sumber dananya i

lalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat
pada Tahun Anggaran berkenaan.

a. berlakunya anggaran yang dihitung mulai
tanggal 1 Jt m lari sampai dengan tanggal 31 Desember.

2. Tahun Angj ai m Berikutnya adalah masa 1 (satu) Tahun Anggaran setelah
Tahun Ang( ai in berkenaan brirakhir.

t Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat
nangan oleh PA/KPA untulc  mengambil keputusan

iisingkat  PA adalah pejabat
jiggatan  Perangkat   Daerah

(1) Pekerjaan
dialokasika
harusc

al ih perjanjian tertulia antara Pengguna Anggaran /Kuasa
^^ nj garan/Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang

isi . untuk melaksadakan suatu pekerjaan tertentu.

dan/i
anggaran tx

Penyedia
barang/ji

3. Kontrak

Penggun^
dan/atau

l.Tahun Angiajan adalah

Pejabat Pen-
ing dibei

. Kuasa Pengcu la Anggaran yaUg selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat
yang diberilkuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna
anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungai Perangkat
Daerah Kab ij aten Bombana.

B ombana dan Dewan PerwaMlan Rakyat  Daerah,
igan Peraturan Daerah.

ggaran yang selanjutnya
tangan penggunaan

Jolmbana.

Kabupaten
ditetapkan

Pengguna
pemegang
Kabupaten

dalam penytl^nggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Pemerintah JKabu paten Bombana.

Anggaran I endapatan dan Qelanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalE h Irencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten
Bombana y inlg dibahas dan disetujui beraama oleh Pemerintah Daerah

• pembantu kepala daerah)eerah Kabupaten adalah i

Bupati Bombana.

•le iggara pemerintahan daerah.

Pasal 1 '';i

3upati ini yang dimaksud dengan:• •.• 1'

1.Daerahadaal Kabupaten Bombana.

2.Pemerintah E aerah adalah Bupati  beserta Perangkat Daerah sebagai

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN BOMBANA DALAM RANGKA
PENYELESA1ANPEKERJAANYANGTIDAK
TERSELESAIKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN
ANGGARAN

M^CMUT^SKAH

3. Bupatiadalih



iddendum Kontrak untuk mencantumkan sumber dana dari
^eiaksanaan Anggaran Perangkat Daerah pada Perubahan

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun berikutnya atas aiaa
yang akan diselesaikan;

barang  dan/atau  jasa  haras  menyampaikan  surat
kesanggupan  penyeleaaian  sisa  pekerjaan  kepadaj

in/Kuasa Pengguna Anggaran yang ditandatanganu,
oleh Pimpinan Penyedia Barang dan/atau Jasa;y'f^

•i Pasal4
elesaian sisa nilai pekerjaan yang dilanjutkan pada Tahun

ttnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur sebagai

ltuk pel^ksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud
tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Jaerah    Tahun   Anggaran   berikutnya,   Pengguna
Pengguna  Anggaran  mengajukan  usulan  pada

inggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  untuk
anggaran atas pekerjaan yang dilanjutkan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
i dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan ketentuan
^n ndang-undangan.

l penelitian KPA, pembayaran atas penyelesaian sisa
imakaud dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya
nggunakan dana yang diperkirakan dapat dialokasikan

APBD Tahun: Anggaran Berikutnya atau melalui DPA

a.dilakul
Doki
Anggara: i
nilai pek ^i

b.penyedi^
pernyata ar

cuke n

lan  Pf rubah

(1) Tata cara ;
Anggaran 1
berikut:

(3) Ui
sebaga
peratui

(2) Dalam hal
pada ayat
Perangkat
Anggaran/K
Perubahan
mengalokas

I el eriaan yang dijanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahuni Dokume
Anggaran be riltutnya.

d. berdasar^ia
pekerjai
dengan
dalam E
APBDP.

ruksi maksimal sisa pekerjaan 20 % (dua puluh
selesai paling lambat 50 (lima puluh) hari sejak masa

ksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan
yang tertuapg dalam perjanjian;

b.berdasar^ian pcnelitian PPK, penyedia barang/jasa akan mampu
tnenyelesaikan keseluruhan pekerjaan setelah diberikan keaempatan
aampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya maaa
pelakaanaah pekerjaan;

c.penyediaj barang/jasa sanggup untuk menyeiesaikan sisa pekerjaan
paling laml ^t 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa
pelaksanaa l pekerjaan yang dinyatakan dengan surat pernyataan
keaanggiipf n yang ditandatangani di atas kertas bermeterai;

(3) Sisa nilai p< k* rjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir Tahun
Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilanjutkan
pada Tahun!  Ahggaran Berikutnya.

t dilanjutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
syaratan sebagai berikut:

i pekerjaan dapat dilanjutkan pada Tahun Anggarai

ayat  (1)  yang tidak dapat
Anggaran berkenaan, maka

;l sgaim&na dimaksud pada
t ampai dengan akhir Tahu



Pasal7
i/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen
secara formil maupun materiil atas penyelesaian
la dimaksud'dalam Peraturan Bupati ini.

i dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
lih belum dapat diselesaikan, Pengguna Anggaran/Kuasa

inggaran /Pejabat  Pembuat Komitmen dapat  memutuskan
sepihak dan penyedia barang dan/atau jasa dikenakan

keterlambatan penyelesaian pekerjaan, jaminan
(licairkan dan penyedia barang/jasa dimasukkan dalam
[black list̂  sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-

!ndangan n ei igenai pengadaan barang/jasa pemerintah

i/atau jasa yang melanjutkan sisa nilai pekerjaan pada
leriicutnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini,

keterlambatan sesuai dengan ketentuan Peraturan
gan mengenai pengadaan barang/jasa peroerintah.

Pasal6
penyelesaian' sisa pekerjaan pada Tahun Anggaran

ling lama 50 (lima puluh) hari kalender terhitung sejak
ikhir.:

aksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-
Lgenai pedoman: pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran

pemyat* ar kesanggupan menyelesaikan sisa pekerjaan;:

^•lukan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan;

c.  perayataWj  bersedia dikenakan denda keterlambatan penyelesaian
•    ' ^ ian

bahwa penyedii barang/jasa tidak menuntut denda/bunga
dapat keterlambatan pembayaran atas penyelesaian sisa
pada Tahun Anggaran Berikutnya yang diakibatkan oleh

n penyelesaian revisi anggaran.

(3) Klaim pence in in jaminan /garansi bank sebagaimana dimaksud pada ayat

pelakss
pelaks^
hari sejak

rat pemyataan kesanggupan penyelesaian
n sebagaimana dimaksud pada huruf b;

latas akhir keteriambatan pelaksanaan pekerjaan; dan

Fengguna Anf
bertanggungja
pekerjaan t

secure

(2) Apabila se
pekerjaan
Pengguan
kontrak
denda mal sitni
pelaksanaar
daftar hitan
Ui

(1) Jangka wa
berikutnya,
masa konl

Penyedia baran s
Tahun Anggara i
dikenakan dead.
Perundang-Und u

(1) hui
Undangan
pada akhir

penyedia fc arang dan/atau jasa menyampaikan perpanjangan jaminan
—1-1J_ sebesar 5% (lima persen) dengan masa berlaku jaminan

diperpanjang minimal sampai dengan 14 (empat belas)

dilampiri
sisa pek^rj

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan
pemberi al uan kepada Sekretaris Daerah cq. Kepala Badan Keuangan
Daerah Isebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atas
pekerjaajn lyang akan dilanjutkan pada Tahun Anggaran berikutnya



•H. BURH

, BERITA

Diundan
pada tan

SEKRET

lulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap ora lg mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengi n penempatannya dalam Bcnta Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia


